
Menimklang : a.

BUPATI SINTANG
PROVTNST I{ALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGAI?AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAtrRAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa gr-rna memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Ta-hun 2014 tentang Pemerintahal Daeralt,
Bupati Sintang bersa-rna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang telah menyempurnalGn Rancangan Peraturafl
Daeralr tentang Anggaran Pendapatan dan Belalja Daera-h Tahun Anggararr 2023 d,an Rancangan Peraturan Bupati Sintang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dal Belalja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : l4O4 /BPKAD /2022 ter.tal].g Hasil Evaluasi Gubernur Kalirnantan Barat
Terhadap Rancangan Peratura! Daerah tenta]rg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2c.23 d.an Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentalg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Elelarlja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggararr 2023;

bahwa penyempumaarr sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diLaksanalan sesuai ketentuan dalr mekanisme, sehingga
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belarlja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b.

c. Bahwa ...



c. ba-hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan darr Belanja Daera-h Kabupa.ten Sintang Tahun Anggiaran 2O23t

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 "fahutt 1959 tentang Penetapan Undang-Undarg Da-rurat Nomor 3 Tahun 1953 tentaag
pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

l,embara,n Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undalg (LembaraI Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tam.bahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undalg-Undang Nomor 1 Ta-hun 2004 tentang Perbendaha-raan Negara (l€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tamba-han Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaal Pembangunal Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lerrta];rg Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

No1.1,or 244, Tarnbahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubiah beberapa kali temkhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang,Undaflg Nomor 11 Tatr: 
'lI- 

2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor I Tahur 2022 tentang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat Dan Pemerintaha! Daerah

(l,embaran Negara Republik Indones La ^falu];, 2022 Nomor 4 , Tambahar Irmbaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 6757) ;

8. peraturan pemerintal Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daeral
(Lembarall Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Ta.rnbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4028);

9. Peraturan '



9. peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentarg Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keualgan Badan l,ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Ifmbaral Negala Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantualr Keuangan Partai Politik (Ifmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengaar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Polilik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 "lahtxr 2077 tentang Pembinaan da'rl Pengawasan Penyelenggaraal Pemeri[tahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemeiintah Nomor 18 Tal;uJ1 2Ol7 tentang Ha-k Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Ratyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiul 2Ol7 Nomor 106, Tarnbahan l€mbalan Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2O18 tentang Pelaksanaan T\rgas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerai (LembaJan Negara Republik Indonesia
Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

11.

17. Peraturan ...



17. Peraturan Pemerintal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraar Pemerintahan Daera-h

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 52, Tambahan l€mbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 lentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerinta-h Daerai (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peratu-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Darr Pertanggungjawaban Dara Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengangga-ran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Ter:tib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan l,aporan Pertanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuargan Partai Politik;

21. Peraturaa Menteri DalaE Negeri Nomor 77'fd1un2O2O tent.ang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Pera1l)ra,;I Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l terLt':lJ.g Tata Cara Evaluasi Rancangal Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerair tentang Perubahan Anggaran Perrdapatan DaII
Belanja Daerah, Rancangal Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tara}I Dan Barrgunan
(Lembaran Daera-h Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

24. Peraturan M€nteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terltal;;g Pedoman Pen]rusunal Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daeral Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahv,l- 2022 Nomor 972);

25- Peraturan ...



25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentaig Paja-k Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Sintang

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan lembarar Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telal diubah beberapa kali
tera.khir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 'fahun 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Sintarg Tahun

2020 Nomor 3, Tarnbahan l,embaral Da€rah Kabupaten Sintang Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum

Sintang Tahun 2Ol2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2OI9

Sintang Tahun 2Ol9 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2OI2 tentang Retribusi Jasa Usaha

Sintang Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambattan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2O2O

Sintang Tahun 2O2O Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

(Lembaran Daera"h KabuPaten
4) sebagaimana telah diubah
(Lembaran Daera.h KabuPaten

(Lembaran Daera"h KabuPaten
5) sebagaimana telah diubah
(Lembaran Daera.h KabuPaten

28. peraturar Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tatujdj, 2Of2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (l,errlf,aran Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaima.na telah

diubah dengal Peraturan Daerah Kabupaten Sintar.g Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

29. peraturai Daera-h Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

(Irmbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tamba-ha:r Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dar Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang (lrmbaran Daerah Kabupaten Sintang Ta-hun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Darr Administratif Pimpinan Dan Anggota

Dewal Perwakilar Ralqrat Daerah (LembaJart Daerai Kabupaten Sintartg Ta-hun 2017 Nomor 4, Tambahan L€mbaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 4);

32- Peraturan ...



32, Peratural Daerah Kabupaten Sintarg Nomor 6 'lahu,f 2O2O tentang Pengelolaan Keuangarr. Daerah (I,emtJaran Daera-h

Kabupaten Sintang Tahun 2O2O Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN STNTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarrg dimaksud dengal:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ada-lah rencara keuaagan tahunan Daerah yarlg

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah niLai kekayaal bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajibarr Pemerintah Daerah yalrg diakui sebagai pengurang nilaj kekayaarr bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaal;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluarar yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Bupati adalah Bupati Sintang;
6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksalaart

urusal pemerintahan yang menjadi kewenangal daerah otonom;
7. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

Pasal 2 ...



Pasal 2

(1) Anggaral Pendapatan Dan Belalja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belarja daerah, darl pembiayaan daerah.
(2) Anggaral Pendapatan Dal Belanja Daerai Kabupaten Sintang Tahur Anggaran 2023 berjumlah Rp.2.O04.870.597.785,OO

(Dua Tiliun Empat Milgar Delqpan Rad,rc Tttjuh Pufuh Jutct Limtt Rah/]s Sembilon Puluh Tujuh Ribu Tttiuh Ratus Delaryt Pufuh

Lfina Rupiah), terdid atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengaal rinciar sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah

Surplus / (Defisit)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 1.943.229.4O9.97O,OO
Rp. 1.994.495.979.2OO,OO

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

(51.266.569.230,O0)

61.766.569.230,OO
10.500.000.o00,00

51.266.569.230,AO

0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncarakan sebesar Rp.l-943.229.4O9.970,00 (Satu Triliun Sem.bilan Ratus Empat Putuh Tiga Milgar Dua

Rqtus Dua htfuh Sembilan Juta Empat Rotlas Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Pufuh Rupizh), yang bersumber dari:
a. Pendapat€n Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4 ...



Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncalakan sebesar Rp.175.429.252.OOO,OO
(SerahE T\ljuh Putuh Limq MilAat Empat Rah/-s Dua Putuh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Pufuh Dua Nbu Rupiah), yang terdiri
atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yarrg Sah.

(2) eajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.577.00O.000,00 (T\tjuh Puhrh Ensrn
Milaar Lima Ra,tus TLjuh Putuh f\iuh Jttta R./pirlh).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.652.052.000,00 (hnpqt MilAar
En@m Ratus Lima Puluh Dua Juta Liqi.o. Puluh Dua Nbu Rupinh).

(4) Hasil Pengelolaar Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimatsud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.8.50O.00O.00O,OO (Delapan Milgar Lima Ra,tus Juta ktpinh).

(5) Lain-Lain Pendapatan AsL Daerah Yalg SaJl sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d direncaralan sebesar
Rp.85.7O0.200.00O,OO (Delapan Puluh Lima MilAar TLtjuh Rah/,s Juta Dua R@tus Rihu Rupiah')-

Pasal 5

(1) Pendapatan Trarsfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru,f b direncanal<an sebesar Rp.1.763.300.157-970,00 (Sohr
Triliun Tujuh RaA/,s Enqm Puluh Tiga Milgar Tiga Ratus Juta Serqd6 Lima Putuh Tttjuh Nbu Sembilan Ratu.s Tu]th Putuh
Rupizh), yalg terdiri atas:
a. Pendapatar Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatal Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.694.641.160.000,00 (Satu Triliun Enqm Ratus Sembilan Puluh Empat Milgar Enan Rah/6 Entpat h uh Satu Juta Sera,tus
Enam Putuh Ribu Rupinh).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.68.658.997.97O,OO lEnam Pufuh Delapan MilAar Enam Ratus Lima Putuh Detapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Pufuh
Tujuh Ribu Sembilon Ra,hrc Tfiuh Pufuh RupiaLL).

Pasal 6 ...



Pasa] 6

(1) Lain-l,ain Pendapata-n Daerah Yarrg Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp.4.50O.O0O.0OO,OO (Empal Milyar Limq Rohts Juta Rupi,at ), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 direncana-kan sebesar Rp.1.994.495-979.200,OO (Satu Trilfun Sembilfii Ro,tl.ts
Semuhn Puluh Em{,qt MilAar Empat Rqtus Sembilarl Putuh Lima Juta Sembilan Ratus T\tjuh Pufuh Sembilan Ribu Dua Ratus Plapiahl,
yarlg terdid atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Tra-nsfer.

Pasal 8

(1) Belaqja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanatan sebesar Rp.1,332.005.528.142,00 (Satu Triliun
Ttgq. Rah6 Tiga Puluh Dua Milgar Lima Juta Lima Ratus Dua Putuh Delapan Ribu Seratus Efiipqt hlfuh Dl-La RupitJll) , yaf,l terdni
atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dal Jasa;
c. Belanja Subsidi;
d. Belanja Hibah; dan
e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanalan sebesar Rp.S11.899.O48.292,OO (Detapan Ratus
Sebelo.s Milgar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enpqt Puluh Delapan Ribu Dua Rafi/.s Ttga Pufuh Dua Rupiah) .

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49 1.425.178.179,00 (Empat
Ratus Sembilan Puluh Satu MilAar Empat Ro,f.ts Dtto. Puluh Limq Juta Seratus T'ujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh
Sembilan Rupiahl.

(4) Belanja .. .



(4) Belanja Subsidi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.015.581,00 (Satu Mitlat Li a
Ratus Juta Lima Belas Ribu Lima. Ratus Delapan puluh Sad, rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakar sebesar Rp.26.901.316.150,00 (Dua pulull Enqrn
Milgar Sembilan Ratus Satu Jutd. Ttga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima putuh Rupiah).

(6) Belarja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.279.97o.O0O,OO (Dua Ro/h.ts
Ti.juh Puluh Sembilon Juta Sembilan Ratus Tujuh putuh Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja Moda-l sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf b direncala-kar sebesar Rp.192.9 O4.229.239,OO lSeratus
Sembilan Putuh Dua Milgar Sembilan Ro,h)s Empat Juta Dua Raiu.s Dta Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga puluh Sembitan
Rupioh), yarg terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan da:r Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Ba::gunan;
d. Belanja Modat Ja1an, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a direncanalan sebesar Rp.4.2O6.5OO.OOO,OO (Empat
Milgar Dua Rc,tus Enam Juta Lina Ratus Ribu Rupiah)-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakar sebesar
Rp.33.O23.494.496,OO (Tiga hiuh Tiga Milgar Duq. Putuh Tiga Juta Empal Ratus Sembilan Puluh Empqt Ri.bu Empat Ratus
Sembilan Putuh Erwm Rupiah).
Belanja Modal Gedung dal Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakal sebesar
Rp.42.925.806.50O,OO (Empat Puluh Dua Milgar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan RcLtus Enam Ribu L na Rotus
Rupioh).

(5) Belalja Modal Jalarr, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.1O3.564.321.377,OO (Seratus Tiga Milgar Lima Ratus Enam Puluh Enq)at Juta Tlga Ratus Dua Puluh Sqtu Ribu Ttga Rqhrs
Tltjuh Pnfuh'I\tjuh Rupiah).

(2)

(3)

(4)

(6) Belanja...



(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.g.184.106.866,00
lSembilan Milyar Serahs Delapan Puluh Emp@t Juta Seratus Enam Ribu Delqpqn Rafil"s Enam Puhth Enam Rupirlhl .

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.264.664.331,00
(Sembilan Mitgar Dta Radi,,s Enam h)luh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiahl, yaIlg
terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belalja Tt'alsfer sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 7 huruf d direncalakan sebesar Rp.460.32 1.557.488,00
(Empat Ro,h/"s Enam Puluh Milgar Tiga Rah)s Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lina Putuh Tujuh Ribu Enpal Rah/'s Delapan
Puluh Delapan ktpiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakal sebesar Rp.8.122.905.200,00 (Delapan Milgar
Seratus Dua Puluh Dn Jtia Sembilan Ratus Lima. Ribu Dua Rc"hl,s Rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b direncana-kan sebesar Rp.452.19 8.652.288,00
(Empat Ratus Lima Puluh Dua Milgar Seratus Sembilan Putuh Delapan Juta Enqm Rqtus LinLa Putuh Dua Ribu Dua R@t-ts

Delaparu htluh Delapan Rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran Pembiayaar Daera.h Tahun Anggarar 2023 direncana-karr sebesar Rp.S1.266.569.230,00 llima Pullth Scth.r. Milyar
Dua Ratus Enam Pufuh Enam Juta Lima Ralus Enam Puluh Sembitan Ribu Dttq Ra;h/,s Tiga Pul .h Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaal; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Anggaran ...



(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.6L-766.569.23O,OO (Enam Puluh Satu Milyar Tijuh Rahts Enam Puluh Dnam Juta Lima Rqtus Enam Pufuh Sembilan Ribu
Dua Ratus Tiga Putuh Rupia-hl, yatg terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggarar Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) Anggaran Pengeluarar Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.10.5O0.000.00O,OO (Septluh Milgar Liite Ratus Juta Rupiah), yarLe terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengatibatkan te{adinya surplus/defisit
sebesar Rp.51.266.569.230,00 (Lima Puluh Sqtu MilAar Dua Ratus Enam F luh Enam Juta Lima Rqtus Enam Puluh Sembilan
Ribu Dua Rahrc Tiga Puluh R.tpiah).

(2) Pembiayaal Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanalan sebesar
Rp.51.266.569.23O,OO (Lima Putuh Satu Milgqt Dua Ro,dts Enqm Puluh Enam Juta Lita Ratus EnanL Puluh Sembilan Ribu Dua
Ratus Ttga. Puluh Rupiahl.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan da:r:rat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerai dapat melakukal pengeluaran yaltg belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yarg ditetapkan dalam peratural daerah ini, yang selaljutnya
dimasutkan dalam rancangal pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai Kabupaten Sintang Ta-hun Anggaran
2023, delj.gan tata caJa sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukar Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencala non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakal sarana/prasatana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pubLik.

(3) Keperluan mendesaL sebagaimara dimalsud pada ayat (l)meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayarran dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tafrlrn anggaran

berjalan;

b. Belanja .,.



b. Belarja daerah yang bersifat mengikat dan belalja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah darl tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undaflgan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda al<an menimbulkan kerugial yang lebih besar bagi Pemerintal Daerah

dan/atau masyaratat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam l,ampira,n
I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah id, meliputi:
1. Lampirar I Ringkasan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daera-h Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiral II Ringkasan Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah darr Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintallan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgaflisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan

Sub Kegiatal Beseda Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk KeselaJasan darr Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran M Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunal Jangka Menenga-h Daerah dengan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. l,ampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dal Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon

da.rl Anggaran Sementara dengan Rancangan Pendapatan dan Belarrja Daera_h;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan program prioritas Daerah;
1O. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
1 1. l,ampiran )C Daftar Piutang Daeral;
12. Lampiran XI Da-ftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraar penambahan dal
14. Lampiran XIV DaJtar Sub Kegiatan ?ahun Jarnak ( Multi Years);
15. l,ampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

16. LamPiran ...



16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Sintang menetapkan Peraturarr Bupati tentang Penjabaral Anggarar Pendapatan dan Belaaja Daerah sebagai landasan
operasional peLaksaraar A.nggaran Pendapatan dan B€larrja Daera-h.

Pasal 17

Peraturar Daeral-r ini mulai berlaku pada tanggal dir.rndangkaa.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr pengundangan Peraturan Daerah dengan penempata-nnJra dalam lembaran
Daeralt Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
ggalZ7 Desember 2022

ANG,

ARNO

Diundangkan di Sintang
tanggal 27 Desember 2022

DAERAH I{ABUPATEN SINTANG,

HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 3

ffi
gfsEl
\*\



Lampiran I :

Nomor : 03 Tahun 2022

Tanggal : 27 Desember 2022

Kode Uraian APBD TA 2023

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175.429.252.000,00 

4.1.01 Pajak Daerah 76.577.000.000,00 

4.1.02 Retribusi Daerah 4.652.052.000,00 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.500.000.000,00 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 85.700.200.000,00 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.763.300.157.970,00 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.694.641.160.000,00 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 68.658.997.970,00 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.500.000.000,00 

4.3.01 Pendapatan Hibah 4.500.000.000,00 

Jumlah Pendapatan 1.943.229.409.970,00 

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.332.005.528.142,00 

5.1.01 Belanja Pegawai 811.899.048.232,00 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.425.178.179,00 

5.1.04 Belanja Subsidi 1.500.015.581,00 

5.1.05 Belanja Hibah 26.901.316.150,00 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 279.970.000,00 

5.2 BELANJA MODAL 192.904.229.239,00 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.206.500.000,00 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.023.494.496,00 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.925.806.500,00 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 103.564.321.377,00 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.184.106.866,00 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.264.664.331,00 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.264.664.331,00 

5.4 BELANJA TRANSFER 460.321.557.488,00 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.122.905.200,00 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 452.198.652.288,00 

Jumlah Belanja Daerah 1.994.495.979.200,00 

Total Surplus/(Defisit) (51.266.569.230,00) 

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.766.569.230,00 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 61.766.569.230,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 61.766.569.230,00 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.500.000.000,00 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.500.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.500.000.000,00 

Pembiayaan Netto 51.266.569.230,00 

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - 

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

KABUPATEN SINTANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang


